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Pihak yang Hadir:

A.

Pemohon:

1. Fatur Rizgi Ramadhan
2. Zain Amruzikin
3. Abdul Hadi

*Tanda baca dalamrisalah:

[sic!] :

(...):

tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan
kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren
(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh
pembicara yang lain.




1.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.28 WIB
KETUA: SUHARTOYO [00:24]

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara atau
Permohonan Nomor 4 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan
terbuka untuk umum.

KETUKPALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk
kita semua.
Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon Nomor 4.

PEMOHON: FATUR RIZQI RAMADHAN [00:52]

Baik, Yang Mulia. Izin memperkenalkan Pemohon untuk
Permohonan Nomor 4/PUU angka Romawi ... 2026. Yang pertama ada
Pemohon Zain Amruzikin, yang kedua ada Pemohon Fatur Rizqi
Ramadhan, yang ketiga ada Pemohon Abdul Hadi. Sekian dari Pemohon.

KETUA: SUHARTOYO [01:15]

Baik. Agenda persidangan pada siang atau sore hari ini adalah
untuk konfirmasi berkaitan dengan Permohonan ... penarikan kembali
Permohonan dari Para Pemohon ini. Bagaimana?

PEMOHON: FATUR RIZQI RAMADHAN [01:34]

Benar, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:36]

Betul, ya? Sesuai dengan yang ... alasan yang disampaikan dalam
penarikan itu?

PEMOHON: FATUR RIZQI RAMADHAN [01:43]
Siap, betul, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [01:46]

Baik. Baik, ini pengujian KUHAP, ya. Bukan KUHAP yang baru?
KUHAP yang lama?



8. PEMOHON: FATUR RIZQI RAMADHAN [02:00]

Ya, KUHAP yang lama, Yang Mulia. Kami mengalami kesalahan
digitalisasi saat mengajukan Permohonan. Jadi kemudian kami
melakukan pencabutan dan mau mengajukan Permohonan kembali yang
lebih proper pada Nomor Perkara 10 PUU.

o

KETUA: SUHARTOYO [02:18]

Oh sudah?
10. PEMOHON: FATUR RIZQI RAMADHAN [02:18]

Sudah.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Oh, baik. Kalau begitu ini ditarik, ya? Baik, terima kasih.

Terima kasih. Nanti kami dari Majelis Panel akan melaporkan ini
kepada Rapat Hakim yang ... dalam forum Rapat Permusyawaratan
Hakim yang Pleno, sembilan Hakim. Nanti Para Pemohon tinggal

menunggu kabar lebih lanjut dari Kepaniteraan.
Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUKPALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.30 WIB

Jakarta, 20 Januari 2026
PIt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan
silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah).
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